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	Menimbang	:
	I. UMUM
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Adapun eksistensi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memperkuat fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelindungan konsumen dan masyarakat, khususnya dalam rangka pengawasan perilaku PUJK. Selain itu, berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 UU OJK dan Pasal 233 UU P2SK, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan Konsumen, serta mengatur mekanisme penanganan pengaduan Konsumen. 
Terdapat mandat bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Sehubungan dengan mandat dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan SLKMT untuk memberikan layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui layanan penerimaan Informasi, layanan pemberian Informasi, dan layanan Pengaduan. Layanan penerimaan Informasi merupakan fasilitas yang diberikan kepada Konsumen dan/atau masyarakat untuk menyampaikan keterangan berupa data, fakta, maupun penjelasannya dalam beragam format dan kemasan. Layanan pemberian Informasi merupakan fasilitas bagi Konsumen dan/atau masyarakat untuk dapat meminta informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, layanan Pengaduan merupakan sarana bagi Konsumen dan/atau masyarakat untuk melaporkan sebuah Pengaduan, Pengaduan Berindikasi Pelanggaran, dan keberatan atas tanggapan Pengaduan. Layanan Konsumen dan/atau masyarakat tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 UU OJK.
Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan layanan bagi Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK untuk menjamin pelindungan Konsumen diantaranya melalui pemenuhan hak Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK, transparansi dan validasi Informasi selama proses likuidasi yang ditangani oleh Narahubung dan Tim Likuidasi melalui SLKMT untuk layanan penerimaan Informasi, layanan penyampaian Informasi, serta layanan Pengaduan.
Dengan adanya UU P2SK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan sebagai respons terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan penggantian.
	
	

	a. bahwa sebagai upaya pelindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat serta melakukan pelayanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
	
	
	

	b. bahwa untuk merespons perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin kompleks sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian dan sengketa bagi konsumen dan/atau masyarakat, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjamin pelindungan konsumen dan/atau masyarakat;
	
	
	

	c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu diganti untuk menyesuaikan dengan perkembangan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
	
	
	

	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
	
	
	

	
	
	
	

	Mengingat:	
	
	
	

	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	
	

	2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	
	

	3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	
	
	

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	
	

	Menetapkan	:	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
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	BAB I
	II. PASAL DEMI PASAL
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	Pasal 1
	Pasal 1
	
	

	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
	Cukup jelas.
	
	

	1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
	
	
	

	2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
	
	
	

	3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah: 
	
	
	

	a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan 
	
	
	

	b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,
	
	
	

	baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
	
	
	

	4. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK. 
	
	
	

	5. Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat SLKMT adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan Konsumen, dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan.
	
	
	

	6. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format melalui media komunikasi elektronik maupun non elektronik.
	
	
	

	7. Pengaduan adalah penyampaian permasalahan oleh Konsumen terkait produk dan/atau layanan. 
	
	
	

	8. Pengaduan Berindikasi Pelanggaran adalah penyampaian informasi oleh Konsumen dan/atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh PUJK.
	
	
	

	9. Tanggapan Pengaduan adalah penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian akhir dari PUJK kepada Konsumen. 
	
	
	

	10. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh PUJK.
	
	
	

	11. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi, yang dibentuk oleh rapat umum pemegang saham atau Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	12. Narahubung  adalah pihak yang bekerja dan/atau mewakili kepentingan PUJK yang dicabut izin usahanya untuk menyampaikan informasi kepada Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK dan masyarakat sejak Otoritas Jasa Keuangan mengenakan cabut izin usaha sampai dengan pembentukan tim likuidasi.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 2
	Pasal 2
	
	

	(1) Penyelenggaraan layanan Konsumen dan/atau masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi Konsumen, Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK, dan/atau masyarakat dalam menerima Informasi, memberi Informasi, dan/atau menyelesaikan Pengaduan.
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(2) PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
	Ayat (2)
	
	

	a. LJK meliputi:
	Huruf a
	
	

	1. Bank Umum;
	Angka 1
Cukup jelas.
	
	

	2. Bank Perekonomian Rakyat;
	Angka 2
Yang dimaksud dengan “Bank Perekonomian Rakyat” adalah Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perbankan sebagaimana diubah dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
	
	

	3. Perusahaan Efek;
	Angka 3 
Yang dimaksud dengan “Perusahaan Efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
	
	

	4. Dana Pensiun;
	Angka 4 
Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan undang undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
	
	

	5. Perusahaan Asuransi;
	Angka 5
Cukup jelas.
	
	

	6. Perusahaan Reasuransi;
	Angka 6
Cukup jelas.
	
	

	7. Perusahaan Pembiayaan;
	Angka 7
Cukup jelas.
	
	

	8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
	Angka 8
Cukup jelas.
	
	

	9. Perusahaan Modal Ventura;
	Angka 9
Cukup jelas.
	
	

	10. Lembaga Keuangan Mikro; dan 
	Angka 10
Cukup jelas.
	
	

	11. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
	Angka 11
Contoh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, dan PT Asabri (Persero).
	
	

	b. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
	Huruf b
Pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain PT Permodalan Nasional Madani dan Penyelenggara Layanan Urun Dana.
	
	

	c. pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
	Huruf c
Yang dimaksud dengan “inovasi teknologi sektor keuangan” merupakan inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
Pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan meliputi pihak yang melakukan:
1. penyelesaian transaksi surat berharga antara lain proses kliring, proses penyelesaian, pencatatan kepemilikan serta penyimpanan efek pada pasar modal;
2. penghimpunan modal antara lain inovasi teknologi dalam penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (securities crowdfunding) dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk di bidang pasar modal;
3. pengelolaan investasi antara lain mencakup inovasi teknologi dalam pengelolaan investasi;
4. pengelolaan risiko antara lain kegiatan dalam melakukan inovasi teknologi untuk pengembangan produk, penanganan klaim, serta distribusi dan penjualan;
5. penghimpunan dan/atau penyaluran dana antara lain digital banking dan pinjam-meminjam berbasis aplikasi teknologi (peer-to-peer lending);
6. pendukung pasar, yang merupakan inovasi teknologi dalam rangka mendukung kebutuhan LJK antara lain penghimpunan data;
7. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto yang merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital; dan
8. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.
	
	

	baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 3
	Pasal 3
	
	

	Penyelenggaraan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas:
	
	
	

	a. manfaat;
	Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala upaya dalam penyelenggaraan layanan Konsumen di sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan masyarakat serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara keseluruhan.
	
	

	b. keadilan;
	Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan kesempatan kepada Konsumen dan masyarakat serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
	
	

	c. keamanan; dan
	Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah untuk memberikan jaminan kerahasiaan data dan/atau Informasi Konsumen, masyarakat dan/atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
	
	

	d. kepastian hukum.
	Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah agar baik Pelaku Usaha Jasa Keuangan maupun Konsumen dan masyarakat menaati hukum serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan layanan Konsumen di sektor jasa keuangan.
	
	

	
	
	
	

	BAB II
	
	
	

	LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT  
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 4
	Pasal 4
	
	

	(1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa layanan:
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	a. penerimaan Informasi; 
	
	
	

	b. pemberian Informasi; dan
	
	
	

	c. Pengaduan; dan
	
	
	

	d. Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK.
	
	
	

	(2) Layanan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui SLKMT yang terdiri atas: 
	Ayat (2)
	
	

	a. surat; 
	Huruf a
Alamat surat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	b. surat elektronik;
	Huruf b
Alamat surat elektronik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	c. laman;
	Huruf c
Laman  ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	d. telepon;
	Huruf d
Nomor telepon ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	e. tatap muka;
	Huruf e
Dalam praktik layanan jasa keuangan, “tatap muka”  dikenal sebagai layanan walk-in
	
	

	f. sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	Huruf f
Cukup jelas.
	
	

	g. media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Huruf g
Cukup jelas.
	
	

	(3) Pemanfaatan layanan penerimaan Informasi, layanan pemberian Informasi, dan layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b ditujukan kepada:
	Ayat (3)
Cukup jelas.
	
	

	a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen c.q. satuan kerja di Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen; atau
	
	
	

	b. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(4) Dalam hal Konsumen memanfaatkan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, dilengkapi dengan: 
	Ayat (4)
Cukup jelas.
	
	

	a. alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan/atau alamat surat elektronik; dan
	
	
	

	b. dokumen identitas diri yang berlaku.
	
	
	

	(5) Informasi yang diterima pada layanan penerimaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang diberikan pada layanan pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, produk dan/atau layanan sektor jasa keuangan, dan Informasi lainnya terkait sektor jasa keuangan.
	Ayat (5)
Informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan antara lain kelembagaan dan pelaku pada sektor jasa keuangan.
Informasi terkait produk dan/atau layanan sektor jasa keuangan, sebagai contoh:
1. sektor perbankan antara lain tabungan, safe deposit box, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kelembagaan, dan perizinan bank; 
2. sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon antara lain obligasi, saham, sukuk, reksa dana, kelembagaan, dan perizinan pasar modal; 
3. sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun antara lain asuransi jiwa, asuransi umum, bancassurance, dan program pensiun iuran pasti; dan 
4. sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya antara lain pembiayaan kendaraan berdasarkan prinsip syariah, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan
5. sektor inovasi teknologi sektor keuangan antara lain digital banking dan pinjam-meminjam berbasis aplikasi teknologi (peer-to-peer lending) dan aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto yang merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital.
Informasi lainnya terkait sektor jasa keuangan antara lain Informasi yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan.
	
	

	
	
	
	

	BAB III
	
	
	

	LAYANAN PENERIMAAN INFORMASI 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 5 
	Pasal 5
	
	

	(1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat memberikan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan penerimaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan terhadap Informasi yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diketahui oleh instansi terkait, Otoritas Jasa Keuangan dapat meneruskan Informasi dimaksud kepada instansi terkait.
	Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah pihak di luar Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kaitan dengan materi layanan penerimaan Informasi.
	
	

	
	
	
	

	BAB IV
	
	
	

	LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 6
	Pasal 6
	
	

	(1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat meminta Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan pemberian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat akses kepada Konsumen yang meminta Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memantau permintaan Informasi pada sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kesatu
	
	
	

	Pemberian Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 7
	Pasal 7
	
	

	(1) Dalam hal Konsumen dan/atau masyarakat meminta Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terkait dengan sektor jasa keuangan pada sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan  memberikan tanggapan terhadap permintaan Informasi dimaksud.
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Informasi kepada PUJK melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(3) PUJK wajib memberikan tanggapan terhadap permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyampaian permintaan Informasi.
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	(4) Dalam hal terdapat kondisi tertentu untuk memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
	Ayat (3) 	
Kondisi tertentu antara lain adanya keterlibatan pihak lain di luar PUJK dalam memenuhi permintaan Informasi.
	
	

	(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
	Ayat (5)
Cukup jelas.
	
	

	(6) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
	Ayat (6)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
	
	
	

	Pemberian Informasi oleh PUJK
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 8
	Pasal 8
	
	

	(1) Dalam hal Konsumen dan/atau masyarakat meminta Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terkait dengan produk dan/atau layanan PUJK tertentu, Otoritas Jasa Keuangan meminta PUJK terkait untuk memberikan tanggapan atas permintaan Informasi tersebut secara langsung melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan akses sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan kepada PUJK untuk memberikan tanggapan terhadap permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	
	
	

	(3) PUJK wajib memberikan tanggapan terhadap permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permintaan Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB V
	
	
	

	LAYANAN PENGADUAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 9
	Pasal 9
	
	

	(1) Konsumen dapat menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat akses kepada Konsumen yang menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memantau penyelesaian layanan Pengaduan oleh PUJK pada sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (2) 	
Surat akses memuat nomor tiket dan personal identification number yang dikenal dengan sebutan PIN bagi Konsumen dan/atau masyarakat untuk memantau penanganan pengaduan.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 10
	Pasal 10
	
	

	(1) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c terdiri atas penanganan:
	Ayat (1)
	
	

	a. Pengaduan; dan
	Huruf a
Cukup jelas.
	
	

	b. keberatan atas Tanggapan Pengaduan.
	Huruf b
Keberatan atas Tanggapan Pengaduan merupakan layanan bagi Konsumen yang telah menempuh proses penyelesaian Pengaduan, baik melalui kanal pengaduan PUJK secara langsung maupun melalui SLKMT, dan berupaya untuk menyelesaikan Sengketa kembali melalui SLKMT.
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan akses layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c kepada PUJK dalam rangka pemantauan dan penyelesaian Pengaduan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan akses layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c kepada Asosiasi PUJK dalam rangka pemantauan layanan Pengaduan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (3)
Asosiasi PUJK adalah Asosiasi PUJK yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	(4) PUJK wajib memantau dan menindaklanjuti layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “memantau” adalah kegiatan Konsumen untuk mengakses sistem informasi layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui perkembangan terkini status penanganan Pengaduan.
	
	

	(5) Asosiasi PUJK memantau tindak lanjut layanan Pengaduan oleh PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (5)
Cukup jelas.
	
	

	(6) Konsumen dapat memantau layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (6)
Cukup jelas.
	
	

	(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
	Ayat (7)
Cukup jelas.
	
	

	a. peringatan tertulis;
	
	
	

	b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk Sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	d. pemberhentian pengurus;
	
	
	

	e. denda administratif;
	
	
	

	f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
	
	
	

	g. pencabutan izin usaha.
	
	
	

	(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
	Ayat (8)
Cukup jelas.
	
	

	(9) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
	Ayat (9)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kesatu 
	
	
	

	Mekanisme Pengaduan
	
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk235198791]Paragraf 1
	
	
	

	Pengaduan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 11
	Pasal 11
	
	

	Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen paling kurang sebagai berikut:
	
	
	

	a. Konsumen mengalami kerugian dan/atau potensi kerugian materiil yang ditimbulkan oleh PUJK;
	Huruf a
Cukup jelas.
	
	

	b. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
	Huruf b
Cukup jelas.
	
	

	c. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan Sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Kasa Keuangan;  
	Huruf c
Cukup jelas.
	
	

	d. permohonan disampaikan memuat deskripsi Pengaduan; dan
	Huruf d
Cukup jelas.
	
	

	e. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai dengan dokumen pendukung meliputi:
	Huruf e

	
	

	1. identitas Konsumen; 
	Angka 1
Cukup jelas.
	
	

	2. kronologi permasalahan; dan
	Angka 2
Cukup jelas.
	
	

	3. dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan muatan Pengaduan.
	Angka 3
Dokumen pendukung yang dilengkapi oleh Konsumen merupakan dokumen yang secara langsung dimiliki dan/atau dapat diperoleh oleh Konsumen.
Contoh:
1. slip setoran;
2. bukti transfer;
3. polis asuransi;
4. perjanjian kredit; dan/atau
5. surat keterangan domisili.
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 2
	
	
	

	Penerimaan dan Penelaahan Pengaduan oleh PUJK
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 12
	Pasal 12
	
	

	(1) PUJK wajib menindaklanjuti layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
	Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti layanan Pengaduan” adalah menerima, mencatat, mendokumentasikan, menangani, menyampaikan konfirmasi, menyampaikan bukti tanda terima, menyelesaikan Pengaduan, dan/atau memberikan Tanggapan Pengaduan.
	
	

	(2) Tindak lanjut layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian Tanggapan Pengaduan.
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	(3) Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (3)
Cukup jelas.
	
	

	(4) Konsumen diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyampaikan respons terhadap Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (4)
Cukup jelas.
	
	

	(5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat diakses karena mengalami gangguan atau terjadi keadaan kahar sehingga PUJK dan/atau Konsumen tidak dapat menyampaikan Tanggapan Pengaduan dan/atau respons sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), PUJK dan/atau Konsumen menyampaikan Tanggapan Pengaduan dan/atau respons secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada:
	Ayat (5)
Cukup jelas.
	
	

	a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen c.q. satuan kerja di Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; atau
	
	
	

	b. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 13
	Pasal 13
	
	

	(1) Dalam hal Konsumen:
	Cukup jelas
	
	

	a. sepakat dengan Tanggapan Pengaduan; atau
	
	
	

	b. tidak merespons Tanggapan Pengaduan,
	
	
	

	dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), PUJK melakukan pengkinian dalam sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan bahwa penanganan Pengaduan selesai.
	
	
	

	(2) Dalam hal Konsumen menolak Tanggapan Pengaduan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Konsumen dapat mengajukan:
	
	
	

	a. keberatan atas Tanggapan Pengaduan; 
	
	
	

	b. penyelesaian Sengketa melalui pengadilan; atau
	
	
	

	c. penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.
	
	
	

	(3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan. 
	
	
	

	(4) Dalam hal Konsumen memilih penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK harus melakukan penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.  
	
	
	

	(5) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan kriteria:
	
	
	

	a. PUJK menyepakati penyelesaian Sengketa yang dipilih Konsumen; dan/atau
	
	
	

	b. para pihak sudah memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam perjanjian produk dan/atau layanan.  
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua 
	
	
	

	Keberatan atas Tanggapan Pengaduan
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 1
	
	
	

	Persyaratan Keberatan atas Tanggapan Pengaduan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 14 
	Pasal 14
	
	

	Keberatan atas Tanggapan Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
	Cukup jelas
	
	

	a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun Konsumen tidak sepakat dengan hasil dari penyelesaian tersebut;
	
	
	

	b. penyampaian keberatan memuat deskripsi keberatan atas Tanggapan Pengaduan; dan
	
	
	

	c. dokumen pendukung meliputi:
	
	
	

	1. dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan Tanggapan Pengaduan PUJK; dan
	
	
	

	2. dokumen pendukung lainnya terkait keberatan atas Tanggapan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen (jika ada).
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 2
	
	
	

	Penerimaan dan Penelaahan Keberatan atas Pengaduan oleh PUJK
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 15
	Pasal 15
	
	

	(1) PUJK wajib menangani keberatan atas Tanggapan Pengaduan dalam hal Konsumen memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan terkait penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	Cukup jelas
	
	

	(2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian tanggapan atas keberatan Tanggapan Pengaduan.
	
	
	

	(3) Tanggapan atas keberatan Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
	
	
	

	a. peringatan tertulis;
	
	
	

	b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk Sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	d. pemberhentian pengurus;
	
	
	

	e. denda administratif;
	
	
	

	f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
	
	
	

	g. pencabutan izin usaha.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 16 
	Pasal 16
	
	

	(1) Dalam hal Konsumen:
	Cukup jelas
	
	

	a. sepakat dengan tanggapan keberatan atas Pengaduan; atau
	
	
	

	b. tidak merespons tanggapan keberatan atas Tanggapan Pengaduan,
	
	
	

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), PUJK melakukan pengkinian dalam sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan bahwa penanganan Pengaduan selesai.
	
	
	

	(2) Dalam hal Konsumen menolak tanggapan keberatan atas Tanggapan Pengaduan, Konsumen dapat mengajukan:
	
	
	

	a. penyelesaian Sengketa melalui pengadilan; atau
	
	
	

	b. penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.
	
	
	

	(3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(4) Dalam hal Konsumen memilih penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK harus melakukan penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	(5) Penyelesaian Sengketa sebagaimana ayat (4) dilakukan dengan kriteria:
	
	
	

	a. PUJK menyepakati penyelesaian Sengketa yang dipilih Konsumen; dan/atau
	
	
	

	b. para pihak sudah memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam perjanjian produk dan/atau layanan.  
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
	
	
	

	Penelaahan Pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 17
	Pasal 17
	
	

	(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas:
	Ayat (1)
Cukup jelas
	
	

	a. Tanggapan Pengaduan; dan/atau
	
	
	

	b. tanggapan keberatan atas Tanggapan Pengaduan.
	
	
	

	(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	Ayat (2)
	
	

	a. kepatuhan PUJK terhadap pemenuhan mengenai jangka waktu penyelesaian Pengaduan dan/atau keberatan atas Tanggapan Pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; dan
	Huruf a
Cukup jelas.
	
	

	b. kepatuhan PUJK terhadap pemenuhan mengenai muatan Tanggapan Pengaduan dan/atau tanggapan keberatan atas Tanggapan Pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
	Huruf b
Pemenuhan mengenai muatan Tanggapan Pengaduan dan/atau tanggapan keberatan atas Tanggapan Pengaduan Konsumen dinilai dari:
a. penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen; atau 
b. b.	penawaran penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen.
	
	

	(3) Dalam hal Konsumen sepakat dan tidak merespons terhadap Tanggapan Pengaduan dan/atau tanggapan keberatan atas Tanggapan Pengaduan, Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan penelaahan terhadap Tanggapan Pengaduan dan/atau tanggapan keberatan atas Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1).
	Ayat (3)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Keempat 
	
	
	

	Pengaduan Berindikasi Pelanggaran
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 18
	Pasal 18
	
	

	(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdapat Pengaduan Berindikasi Pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau PUJK dalam rangka tindak lanjut penelaahan.
	Ayat (1)
Cukup jelas.
	
	

	(2) Permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
	Ayat (2)
Cukup jelas.
	
	

	a. Konsumen dan/atau PUJK dilakukan melalui tatap muka dan/atau sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	
	
	

	b. masyarakat dilakukan melalui surat, surat elektronik, dan/atau tatap muka.
	
	
	

	(3) PUJK wajib memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (3)
Cukup jelas.
	
	

	(4) Konsumen dan/atau masyarakat memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Ayat (4)
Permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait kepada Konsumen dan/atau masyarakat berupa:
a. bukti pendukung; dan 
b. surat pernyataan yang menunjukkan komitmen Konsumen dan/atau masyarakat untuk hadir dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan permintaan keterangan dan melengkapi dokumen dalam rangka penanganan Pengaduan Berindikasi Pelanggaran.
	
	

	(5) Dalam hal terdapat kondisi tertentu untuk menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.
	Ayat (5)
Lihat penjelaqsan Pasal 7 ayat (5).
	
	

	(6) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
	Ayat (6)
Cukup jelas.
	
	

	a. peringatan tertulis;
	
	
	

	b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	d. pemberhentian pengurus;
	
	
	

	e. denda administratif;
	
	
	

	f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
	
	
	

	g. pencabutan izin usaha.
	
	
	

	(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
	Ayat (7)
Cukup jelas.
	
	

	(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
	Ayat (8)
Cukup jelas.
	
	

	(9) Dalam hal berdasarkan penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Ayat (9)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 19
	Pasal 19
	
	

	(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan upaya penyelesaian  layanan Pengaduan berupa fasilitasi melalui konsultasi.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria tertentu, mencakup:
	
	
	

	a. memengaruhi risiko hukum dan/atau risiko reputasi Otoritas Jasa Keuangan;
	
	
	

	b. menjadi perhatian masyarakat umum; dan/atau
	
	
	

	c. kriteria lain yang berdampak signifikan terhadap sektor jasa keuangan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB VI
	
	
	

	LAYANAN KONSUMEN PASCAPENCABUTAN IZIN USAHA PUJK  
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 20
	Pasal 20
	
	

	(1) Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK dapat memanfaatkan layanan konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berupa layanan:
	Cukup jelas.
	
	

	a. penerimaan Informasi;
	
	
	

	b. pemberian Informasi; dan
	
	
	

	c. Pengaduan.
	
	
	

	(2) Pemanfaatan layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik ditujukan kepada Narahubung dan/atau Tim Likuidasi.
	
	
	

	(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat akses kepada Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK yang menyampaikan layanan Konsumen pasca pencabutan izin usaha berupa layanan pemberian Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 21
	Pasal 21
	
	

	(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan akses sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan kepada:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Narahubung; dan
	
	
	

	b. Tim Likuidasi,
	
	
	

	dalam rangka pemanfaatan layanan Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
	
	
	

	(2) Pemberian akses kepada Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sampai dengan Tim Likuidasi terbentuk.
	
	
	

	(3) Pemberian akses kepada Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sampai dengan berakhirnya proses likuidasi.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 22
	Pasal 22
	
	

	Narahubung dan Tim Likuidasi harus memantau dan menindaklanjuti layanan Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 23 
	Pasal 23
	
	

	(1) Narahubung dan Tim Likuidasi dapat melakukan permintaan penjelasan dan/atau dokumen kepada Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK dalam proses penelaahan untuk menentukan tindak lanjut layanan Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK menyampaikan penjelasan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Narahubung dan Tim Likuidasi.
	
	
	

	(3) Narahubung dan Tim Likuidasi harus menyampaikan tanggapan atas layanan Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22  melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB VII
	
	
	

	PERINTAH DAN MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 24
	Pasal 24
	
	

	(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk penyelesaian Pengaduan dalam rangka pelindungan Konsumen.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) PUJK wajib melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	
	
	

	(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
	
	
	

	a. peringatan tertulis;
	
	
	

	b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
	
	
	

	d. pemberhentian pengurus;
	
	
	

	e. denda administratif;
	
	
	

	f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
	
	
	

	g. pencabutan izin usaha.
	
	
	

	(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
	
	
	

	
	
	
	

	BAB VIII
	
	
	

	KETENTUAN LAIN-LAIN
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	Pasal 25
	
	

	Layanan bagi Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan di luar kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, disampaikan kepada instansi/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Instansi/lembaga terkait antara lain otoritas, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, badan usaha, organisasi, dan lembaga swadaya.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 26
	Pasal 26
	
	

	Dalam hal Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK sepakat terhadap penyelesaian layanan Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK, Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan penelaahan terhadap penanganan layanan oleh Narahubung dan Tim Likuidasi.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 27
	Pasal 27
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB IX
	
	
	

	KETENTUAN PERALIHAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 28
	Pasal 28
	
	

	Narahubung dan Tim Likuidasi menggunakan mekanisme layanan Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tersedianya sistem informasi layanan konsumen untuk layanan Konsumen pascapencabutan izin usaha PUJK.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB X
	
	
	

	KETENTUAN PENUTUP
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 29
	Pasal 29
	
	

	Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
	
	

	b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507),
	
	
	

	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 30
	Pasal 30
	
	

	Mekanisme layanan bagi Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan yang diselenggarakan melalui sistem informasi layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan………………….              
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 31
	Pasal 31
	
	

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku ….. 2027 
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	
	
	

	
	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta
	
	
	

	pada tanggal ..
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	KETUA DEWAN KOMISIONER
	
	
	

	OTORITAS JASA KEUANGAN
	
	
	

	REPUBLIK INDONESIA,
	
	
	

	
	
	
	

	ttd
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	FRIDERICA WIDYASARI DEWI
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